




PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH TAHUN 2020

DPC SPN KOTA BANDUNG

I. PENDAHULUAN

Kondisi  ketenagakerjaan  semakin  sulit  yang  dihadapi  oleh  para  pekerja/buruh

dikarenakan banyak tantangan yang harus dihadapi baik dengan adanya Undang-undang

ketenagakerjaan,BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan Masyarakat Ekonomi  Asean

dan semua itu harus dipersiapkan untuk bisa berkompetensi ditengah persaingan global

yaitu dengan mempersipakan SDM pekerja/buruh yang berkualitas.

Bagi  pekerja/buruh dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan yang memadai  sebagai

salah satu bekal di dalam menghadapi dan mengimbangi kondisi yang dimaksud dengan

tujuan agar jangan sampai timbul ketidaktahuan cara menempuh prosedur baik untuk cara

penyelesaian  perselisihan  akan  bermanfaat  dalam  kehidupan  di  satu  wadah  organisasi

pekerja  serta  dapat  menciptakan  hubungan  yang  harmonis  dan  kondusif,  maka  sejalan

dengan hal tersebut bahwa Serikat Pekerja Nasional menetapkan program kerja untuk masa

5 (lima) tahun sebagai kewajiban organisasi dan hak para anggota dan salah satu yang

termuat  yaitu  dalam  segi  pembinaan  dengan  melalui  pendidikan  untuk  meningkatkan

pengetahuan guna menuju kesejahteraan pekerja beserta keluarganya.

Dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Nasional yang

telah merumuskan dan telah mewujudkan Program Kerja Nasional merupakan pelaksanaan

tugas dan kewajiban serta tanggung jawab terhadap pengembangan dan perlindungan serta

untuk kemajuan organisasi didalamnya, baik di tingkat cabang maupun di tingkat pengurus

Serikat Pekerja Nasional di tingkat perusahaan dimana terdapat anggotanya di dalam segi

operasional  bahwa  pelaksanaan  program  kerja  ini  bersifat  fleksibel  dengan  setiap

perangkat organisasi harus dapat menyesuaikan program kerja dengan mempertimbangkan

kondisi serta kemampuan Dewan Pimpinan Cabang maupun Pengurus Pimpinan Serikat

Pekerja/Serikat  Buruh  di  tiap-tiap  perusahaan,  serta  program  kerja  organisasi  ini

merupakan salah satu sarana alat koordinasi, komunikasi dan pembinaan/pendidikan serta



peningkatan organisasi dari tingkat nasional maupun daerah hingga ke tingkat PSP SPN di

tingkat perusahaan.

II. LATAR BELAKANG

Undang-undang  No.  2  tahun  2004  tentang  Penyelesain  Perselisihan  Hubungan

Industrial (PPHI) sebagai pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1957 tentang Pengadilan

Perburuhan Hubungan Industri diberlakukan pada bulan Januari 2006 adalah satu lembaga

untuk menyelesaikan tentang perselisihan perburuhan antara pekerja/buruh dengan pihak

pengusaha,  baik  yang  bersifat  Kepentingan  maupun  Hak.  Dan  keputusan  peradilan

perburuhan  ini  juga  masih  memperhatikan  kondisi  di  tingkat  perusahaan  terhadap

keberadaan aturan-aturan yang telah  disepakati  oleh  pihak pekerja/buruh yang diwakili

oleh  wadah  organisasi  yaitu  Serikat  Pekerja/Serikat  Buruh,  seperti  Perjanjian  Kerja

Bersama (PKB),  dikarenakan Perjanjian  Kerja  Bersama ini  merupakan tolok ukur  baik

untuk  kemampuan  pengusaha  maupun  serikat  pekerja/serikat  buruh  di  dalam  aspek

porfosional  ketenagakerjaan  yang  tujuannya  untuk  peningkatan  kesejahteraan  maupun

peningkatan kedisiplinan pekerja/buruh. Hal ini dibutuhkan suatu kesepakatan atas hasil

perundingan kedua belah pihak.

Dengan  adanya  peradilan  perburuhan  yang  dimaksud,  memerlukan  suatu

pengetahuan, wawasan, kecerdikan atau kepandaian yang dibutuhkan oleh para Pengurus

Organisasi Serikat Pekerja Nasional, maka kebutuhan pengetahuan yang dimaksud biasa di

dapat dengan melalui suatu pendidikan baik untuk Pengurus Serikat Pekerja/Serikat Buruh

ataupun para perwakilan anggota di tingkat perusahaan.

Dasar  perselisihan  antara pekerja/buruh dengan pihak pengusaha sebagian besar

adanya kurang jelasnya mengenai aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban kedua

belah pihak, maka diperlukan aturan yang mengatur hal tersebut agar kedua belah pihak

saling mengerti tentang hak dan kewajiban. Oleh karena itu aturan diperlukan kesepakatan

secara tertulis kedua belah pihak. Untuk menuju hal tersebut khusus bagi pekerja/buruh

diwakili  oleh  serikat  pekerja/serikat  buruh  diperlukan  bagaimana  tata  cara  pembuatan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disesuaikan dengan Undang-undang No. 2 tahun

2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).



III. KEANGGOTAAN

Bahwa keanggotaan DPC SPN Kota Bandung berjumlah ± 4.000 orang pekerja

yang keberadaannya, yaitu :

1. PSP SPN PT. Grandtex Industri 8.   PSP SPN Dekatama Centra

2. PSP SPN PT. Yuntex Raya 9.   PSP SPN CV. Sinar Mas

3. PSP SPN PT. Lawe Adya Prima  10.   PSP SPN PT. Surya Graha

4. PSP SPN PT. Bali Mukti Shoe Factory 11.   PSP SPN Sheraton Bandung Hotel&Towers

5. PSP SPN Hotel Arya Duta

6. PSP SPN Hotel Horison    

7.  PSP SPN PT. Propesindo

12. PSP SPN PT. Tjimindi Subur

13. PSP SPN PT. UTC Aero Systems

IV. KEGIATAN ORGANISASI

1. Penyelenggaraan Pendidikan

2. Konfercab DPC SPN Kota Bandung

      1. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
   

TUJUAN PENDIDIKAN

1.  Meningkatkan  pengetahuan  pekerja/buruh  di  dalam  menghadapi  Undang-undang

Ketenagakerjaan dan Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

dan Kondisi Ketenagakerjaan.

2.  Memberikan  motivasi  kepada  anggota  untuk  perbaikan,  khususnya  peningkatan

produktivitas kerja serta ketenangan berusaha.

   3.  Menciptakan visi  dan  misi,  presepsi  yang sama di  antara  seluruh fungsionaris  dan

anggota serikat pekerja/serikat buruh tentang arah perjuangan organisasi sehingga akan

tercapai koordinasi kerja yang lebih baik.

4.  Meningkatkan solidaritas di antara para anggota Serikat Pekerja Nasional yang tidak

hanya terbatas di lingkungan tempat kerja, akan tetapi secara regional maupun nasional.

5. Memberikan pedoman dan arah perjuangan organisasi, baik aspek perlindungan maupun

pembelaan untuk memberikan arah aman dan meningkatkan taraf hidup bagi anggota

dan keluarganya.



V. SASARAN YANG AKAN DICAPAI

1. Meningkatkan keanggotaan organisasi Serikat  Pekerja  Nasional baik secara kuantitas

maupun kualitas.

2. Terciptanya struktur organisasi yang kuat independen sesuai dengan ruang lingkup dan

kewenangan serta tanggung jawab organisasi baik vertikal maupun horizontal.

3.  Mampu  menyediakan  sarana  dan  prasarana  demi  kelancaran  tugas  dan  operasional

organisasi.

4. Meningkatkan pemberdayaan peranan bidang pembelaan dan advokasi di tingkat PSP

SPN di perusahaan.

5. Mendorong terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang lebih baik dan ideal.

6. Mengintensifkan pelaksanaan pendidikan/latihan/khususnya mengenai materi Paralegal

dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) serta keterampilan teknik berunding.

VI. PELAKSANAAN PENDIDIKAN 

Dilaksanakan oleh Pengurus DPC SPN Kota Bandung sebanyak 6 (enam) orang.

VII. SISTEM PENDIDIKAN

1. Ceramah

2. Diskusi

3. Simulasi

VIII  MATERI PENDIDIKAN

1.  Pendidikan  Kepemimpinan  Serikat  Pekerja,  Identifikasi  Masalah,  Teknik  Berunding

PKB   

    dan K3 ( Keselamatan dan Kesehatan Kerja )

2. Pendidikan Produktivitas Kerja dan Sikap Pemimpin Organisasi SP / SB

IX. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN PADA TAHUN 2020

1. Di suatu tempat di luar daerah guna menghindari dari keramaian dan kebisingan untuk

menghindari kejenuhan dan agar perhatiannya terfokus dalam pendidikan.

2.  Waktu  pendidikan  yang  dibutuhkan  selama  1  (satu)  hari  dikarenakan  merupakan

pendidikan kelanjutan dari pendidikan yang sebelumnya diadakan.



X. INSTRUKTUR

1. DPC SPN Kota Bandung

2. DPD SPN Propinsi Jawa Barat

3. DPP SPN Jakarta

4.Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

XI. MODERATOR

DPC SPN Kota Bandung sebanyak 4 (empat) orang

XII. PESERTA

1. Pengurus PSP SPN se Kota Bandung

2. Perwakilan anggota PSP SPN Kota Bandung

 Dengan jumlah peserta sebanyak 50 (lima puluh) orang.

XIII. RENCANA ANGGARAN BIAYA KEGIATAN

        A. PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

  Dilaksanakan pada tanggal 06 Januari 2020,diHotel Alam Permai Setia Budhi Bandung 
   

  1. Biaya sewa Hotel = Rp. 15.000.000,-

  2. Seragam SPN                                                            = Rp.   6.000.000,-

  3. Snack Pembukaan             = Rp.   3.500.000,-

  4. Bendera SPN   = Rp.   1.000.000,-

  5. Banner/Spanduk = Rp.   2.000.000,- 

  6. ATK-1/Copy M = Rp.   2.500.000,-

  7. ATK-2/Buku Pen = Rp.   1.000.000,-

  8. Materi Proposal = Rp.      200.000,-

  9. Dokumentasi = Rp.   1.500.000,-

10. Surat Undangan Akomodasi                                                              = Rp.      100.000,-  

11. Kendaraan                                                                                          = Rp.   1.000.000,-

12. Lain-lain                                                                                             = Rp.   1.200.000,-   

                        Jumlah                                                                              = Rp. 35.000.000,-  

   
   

         B.KONFERCAB DPC SPN KOTA BANDUNG  

         Dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2019 diHotel Alam Permai Setia Budhi Bandung

   1 Biaya sewa Hotel = Rp. 15.000.000,-



2.Panggung, Elektone dangdut             = Rp.  2.000.000,-

5. Spanduk = Rp.     480.000,-

6. Bendera SPN             = Rp.     750.000,-

7. Dokumentasi             = Rp.  1.000.000,-

8. Nasi Dus = Rp.  3.575.000,-

9. Snack             = Rp.  1.910.000.-

10. Kosumsi Rapat Panitia = Rp.     518.000,-

11. Transfort Panitia = Rp.  1.600.000,-

12. Transfort keamanan             = Rp.     800.000,-

13. Buku Tamu = Rp.       31.000,-

14. Bensin operasional = Rp.     170.000,-

15. Tambang dan solasi              = Rp.         9.000,-

16. Obat – obatan = Rp.     100.000,-

17. Perlengkapan Kantor = Rp.        37.000,-

  Jumlah =

Rp.27.980.000,-

TOTAL RENCANA ANGGARAN = Rp.62.980.000,-

Terbilang =  Enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu

rupiah

Demikian  Proposal   ini  kami  buat  dan  disampaikan,  atas  perhatian  serta

kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. 

                                                                                                                  Bandung, 01 Januari 2019

                              

                                   
































































